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dalam Lampiran yang
dari Peraturan Walikota
n atas rekomendasi
sesuai dengan prioritas
na dimaksud pada
dalam Lampiran yang

dari Peraturan Walikota

pertimbangan TAPD
(S)

Walikota menjadi dasar

nsal 6 ayat dan

belanja hibah dalam

paimana dimaksud pada

berupa uang, barang

am RKA-PPKD.

rantumkan dalam RKA-




(1)

(2)

(3)

(1)

RK/

APBD/ Perubahan APBD sesuai deng

per?

Hib

Pas

langsung, jenis belanja hibah, objek be

obje
Hib
pas
yan
diur
bels
hibg
keti
Dal;
aya

bes:

Wal
pen
Wal
Fori
dim
Wal

Per:

Pels
DPA
Pels

bert

Seti

-PPKD dan RKA-SKPD sebagaims

an ayat (2), menjadi dasar pen

ndang-undangan.

Pasal 9

?h berupa uang sebagaimai

al 8 ayat (1) dianggarkan dalam

k belanja hibah pada PPKD.

ah berupa barang atau jasa sebaggz
1 8 ayat (2) dianggarkan dalam kel

> diformulasikan ke dalam progr

aikan ke dalam jenis belanja b
inja hibah barang atau jasa dan
h barang atau jasa yang disq
a/masyarakat pada SKPD.

am rincian obyek belanja sebags
. (1) dan ayat (2), dicantumkan

aran hibah.

Pasal 10

kota mencantumkan daftar n4g
%rima dan besaran hibah dalam
ikota tentang Penjabaran APBD.

mat Lampiran III Peraturan
aksud pada ayat (1) tercantum dal
ikota ini sebagai bagian yang

aturan Walikota tentang Penjabarg

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatau

Pasal 11

ksanaan anggaran hibah berupa
\-PPKD.

ksanaan anggaran hibah beru
Jasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

ap pemberian hibah dituangks

ina dimaksud pada ayat
panggaran hibah dalam

an ketentuan peraturan

na dimaksud dalam
kelompok belanja tidak

lanja hibah, dan rincian

limana dimaksud dalam
pmpok belanja langsung
am dan kegiatan, yang
arang dan jasa, obyek
rincian obyek belanja

rahkan kepada pihak

limana dimaksud pada

) nama penerima dan

ima penerima, alamat

Lampiran III Peraturan
Walikota sebagaimana
am Lampiran Peraturan

tidak terpisahkan dari
n APBD.

sahaan

uang berdasarkan atas

pa barang atau jasa

n dalam NPHD yang




(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ldatangani bersama oleh Walikotq dan penerima hibah.

dita|

NPHD sebagaimana dimaksud pada|ayat (1), paling sedikit
memnuat ketentuan mengenai:

a. ﬁ)emberi dan penerima hibah;

b. %ujuan pemberian hibah;

c. |pesaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban,;

e. [tata cara penyaluran/ penyerahar hibah; dan

f. Iata cara pelaporan hibah.

Wal%kota menunjuk Sekretaris Daerdh sebagai Pejabat yang

diberi wewenang untuk menandatangani NPHD berupa uang

sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (liha puluh juta rupiah).

Walikota
Ang

Format NPHD sebagaimana dimaks

dalam Lampiran yang merupakal

terpisahkan dari Peraturan Walikota i

uang atau jenis barang atau jasa

aydt (1), sebagaimana tercantum
me

Wallikota ini.

Daftar penerima hibah sebagairy

ayat (1), menjadi dasar penyaluran/p

Pemyaluran/penyerahan hibah da

Pern

dit

hibah mengajukan surat permohond
kepada Walikota sesuai dengan ju

NPHD.

untle menandatangani NPHD berup3

tentang APBD dan Peraturan Walik
APBD.

Forinat Keputusan Walikota sebags

menunjuk Kepala

garan/Barang sebagai Pejabat

Pasal 13

likota menetapkan daftar penerim

gan Keputusan Walikota berdasg

vada penerima hibah dilakukan s
HD.

erima hibah yang sudah mene

SKRFD

selaku Pengguna
yang diberi wewenang
barang/jasa.

ud ayat (1) tercantum
n  bagian yang tidak

ni.

b hibah beserta besaran
yang akan dihibahkan
rkan Peraturan Daerah

ota tentang Penjabaran

limana dimaksud pada

dalam Lampiran yang

pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

hana dimaksud pada
enyerahan hibah.
ri Pemerintah Daerah

ctelah penandatanganan

rima NPHD dan sudah

andatangani oleh kedua belah pihjk, selanjutnya penerima

n pencairan dana hibah

mlah yang tertera pada




dim

lam

Per
(7)

mel

ket

For

Pen

mat surat permohonan pencairan {

laksud pada ayat (5), sebagain

iran yang merupakan bagian yar]
turan Walikota ini.

1airan hibah dalam bentuk u

ranisme

entuan peraturan perundang-unds:

Pasal 14

Pengad

dimakstu

Peraturs

pern]

temn

(2) Pen
lap
SKI
For
(1)

bag

Hib
hib

(2) HiH

belg

pra

Pertang
uang, m]
a. Belar
lainn|

1. Su

dil

Perj

n barang/jasa dalam rangk
d dalam Pasal 3 ayat (1), berpe

in perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasal 15

erima hibah berupa uang

:

Tran penggunaan hibah kepada

1
gunaan hibah kepada Walikota
busan SKPD terkait.

Y

PD terkait.
mat penggunaan hibah sebagaimz
dan ayat (2), sebagaimana Lam

ian yang tidak terpisahkan dari P

Pasal 16

ah berupa uang dicatat sebaga

ah pada PPKD dalam tahun anggg

a hibah pada jenis belanja 1
oram dan kegiatan pada SKPD ter

Pasal 17

sungjawaban PPKD atas pemberi
eliputi:

ja hibah untuk Pemerintah d
ya, terdiri dari:

rat permohonan pencairan belanjg

engkapi rincian rencana penggung

Pembayaran Langsung

lana hibah sebagaimana
1ana tercantum dalam

g tidak terpisahkan dari

hng dilakukan dengan

(LS) sesuai dengan

Angan.

h  hibah sebagaimana

doman pada Ketentuan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

nenyampaikan laporan

melalui PPKD dengan

rima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan

Walikota melalui kepala
ina dimaksud pada ayat

piran yang merupakan

eraturan Walikota ini.

realisasi jenis belanja

ran berkenaan.

parang dan jasa dalam

fh berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek
nj

kait.

hn hibah dalam bentuk

hn  Pemerintah Daerah

| hibah kepada Walikota,

an belanja hibah;




hib

piny

seb

6.
T:

. Belan|

1. sur
dilg
Keg
3. NPE:
4. Pak

hib‘

Pir

ber

. sali
Dag
7. bul
. Belan
1. sur
rin
. Fo1
din
Lazr
dai
. Suy
pe1
4. suj
5. sal
Ke
bes
. NP
. Pa
hil
8. Ke
9. 5a

. Kep
3. NP}
4. Pak

.sali

sali

buk

. sali

)

1D;

ta Integritas dari penerima hibah y
Th yang diterima akan digunakan
nan/foto copy Kartu Tanda Pend
L! inan instansi atau Walikota j
gai penerima belanja hibah;
Fan /foto copy Nomor Rekening at
cti transfer uang atas pemberian hl
ja hibah untuk Perusahaan Daera
t permohonan pencairan belanja
ngkapi rincian rencana penggunaj
yutusan Walikota tentang Penetap:
D;
'ta Integritas dari penerima hibah jy
ah yang diterima akan digunakan
nan/foto copy Kartu Tanda Peng

g

1pinan daerah

i

erah; dan

[

!

cian rencana penggunaan belanja

perusahaan
anggungjawab sebagai penerima

an/foto copy Nomor Rekening

ti transfer uang atas pemberian h
a hibah untuk organisasi kemasy

t permohonan pencairan belg

'fnat permohonan pencairan bela

1aksud pada ayat (1), sebagain

m

1

piran yang merupakan bagian

Peraturan Walikota ini;

sunan pengurus terbaru yang di
ma hibah;

rat keterangan domisili terbaru da

neri

inan/foto copy Kartu Tanda Pen
tua/Pimpinan/PengurusLembaga
rtanggungjawab sebagai penerima
HD;

kta Integritas dari penerima hibah
pah yang diterima akan digunakan
putusan Walikota tentang Penetap

copy  Nomor R¢

!
linan/foto

utusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;

rang menyatakan bahwa
sesuai dengan NPHD;
uduk (KTP) atas nama

rang bertanggungjawab

hs nama instansi; dan
ibah berupa uang.

h lainnya, terdiri dari:
hibah kepada Walikota,
hn belanja hibah;

hn Penerima Hibah;

rang menyatakan bahwa
sesuai dengan NPHD;
fluduk (KTP) atas nama

itau  perseroan

yang
belanja hibah;

atas nama Perusahaan

ibah berupa uang.
arakatan, terdiri dari:
inja hibah, dilengkapi
hibah;

nja hibah sebagaimana
nana tercantum dalam

yang tidak terpisahkan
syahkan oleh pimpinan

1 pejabat setempat;
Hduduk (KTP) atas nama
Organisasi

belanja hibah;

yang

yang menyatakan bahwa
sesuai dengan NPHD;
an Penerima Hibah
nama

ckening  atas




Lembaga/Organisasi Kemasyarakatap, dan dilengkapi surat
kofirmasi rekening aktif dari Bank; dgn

10. Bukti transfer uang atas pemberian fhibah berupa uang.

Pasal 18

(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pg¢mberian hibah dalam
benftuk barang atau jasa, meliputi:

a. [Usulan dari calon penerima hibah|kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang Pen¢tapan Daftar Penerima
Hibah Barang atau Jasa;
c. [NPHD;

d. [Pakta integritas; dan

e. Bukti serah terima barang/jasa| atas pemberian hibah

erupa barang/jasa.

(2) Format Bukti/Berita Acara Serah Tgrima Barang atau Jasa
sebpgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana
tergantum dalam Lampiran yang nmerupakan bagian yang

tiddk terpisahkan dari Peraturan Waljkota ini.

Pasal 19

(1) Pererima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara

formal dan material atas penggunaan|hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah} meliputi:

a. |laporan penggunaan hibah;

b. |surat pernyataan tanggung jawab| penggunaan hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan
sesuai NPHD;
c. |NPHD;
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-pindangan bagi penerima

hibah berupa uang.

(3) Dallam hal dana hibah yang diterima masih ada sisa dan/atau
tidak dipergunakan, wajib disetor kembali ke Rekening Kas
Umum Daerah;

(4) Format Pernyataan Tanggung Jawal sebagaimana dimaksud
pafda ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimaria dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota




(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

pali

beri

Pert

aya

Reqd

Hib
pe

Rea

ang

keu‘angan dalam penyusunan lapora

Daeg

Format konversi dan pengungkapar

dan
dal
Aku

Pemerintah Daerah dapat memberikg

ua

f
hiTh selaku objek pemeriksaan.

bcr]lenaan dilaporkan sebagai persedi

sesiai standar akuntansi pemerintahs

am  Peraturan Walikota tentang

g lambat tanggal 10 bulan Js

nuari tahun anggaran

utnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
lrnggungjawaban sebagaimang dimaksud pada

(2) huruf d, disimpan dan dipergunakan oleh penerima

Pasal 20

isasi

hibah dicantumkan pada

laporan keuangan

erintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1h  berupa barang yang belus

rima hibah sampai dengan

Pasal 21

isasi hibah berupa barang dan/:

aran dan diungkapkan pada

ah.

/atau jasa sebagaimana dimaks;

tansi.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

g, barang dan/atau jasa ke

ma
Per
(1

—

ur

kepatutan, rasionalitas dan manfaat

syarakat sesuai kemampuan keug

berian bantuan sosial sebagaims
dilakukan setelah memprioritas

san wajib dengan memperh

m diserahkan kepada

akhir tahun anggaran

aan dalam neraca.

itau jasa dikonversikan
\n pada laporan realisasi
catatan atas laporan

n keuangan Pemerintah

1 hibah berupa barang
1d pada ayat (1) diatur

Sistem dan Kebijakan

n bantuan sosial berupa
ada anggota/kelompok
ngan daerah.

ina dimaksud pada ayat
kan pemenuhan belanja
keadilan,

htikan asas

untuk masyarakat.




Anggota
Pasal 22

a.

(1)

(2)

(4)

Pasal 23

ayat (1), meliputi:

kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

individu, keluarga, dan/atau masydrakat yang mengalami

kea
akibat dari krisis sosial, ekonomi,
fenomena alam agar dapat memer]
minimum,
lempaga non pemerintahan bidang p
danl bidang lain yang berperan unty
keloampok, dan/atau masyarakat dari |

resiko sosial.

Pasal 24

Bantuan sosial berupa uang kepal
dan/atau masyarakat sebagaimana di
huruf a, terdiri atas bantuan sosial ke
dan//atau masyarakat yang direnca
dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan
pada (1)
dan ( atau masyarakat yang sudal
pe
Ba

ayat dialokasikan kepag

tuan sosial yang direncanakan
pada ayat (1) berdasarkan usulan
da
Ju
pa
ba
Ba

atau atas usulan Kepala SKPD.
1lah pagu usulan Kepala SKPD
a ayat (3) paling tinggi 50% (lima

tuan sosial yang tidak dapat dij

sebagaimana dimaksud pada ayat

ke
pa
pe
be

bersangkutan.

utuhan akibat resiko sosial yang f
f saat

‘anganannya akan menimbulkan
|

r bagi individu, keluarga, dan

laan dan/atau masyarakat yang tidak stabil sebagai

politik, bencana, atau

juhi kebutuhan hidup

endidikan, keagamaan,
k melindungi individu,

cemungkinan terjadinya

da individu, keluarga,
maksud dalam Pasal 23
pada individu, keluarga,

nakan dan yang tidak

sebagaimana dimaksud

la individu, keluarga,

jelas nama, alamat

erima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

sebagaimana dimaksud

dari calon penerima

sebagaimana dimaksud
puluh persen) dari pagu

tuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

encanakan sebelumnya
(1) dialokasikan untuk

idak dapat diperkirakan

penyusunan APBD yang apabila ditunda

resiko sosial yang lebih

atau masyarakat yang

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

pagu alokasi

Tgaimana dimaksud pada ayat (2)

anggararj

Tlumnya_ sebagaimana dimaksugl pada ayat (5) tidak

yang direncanakan




(7)

(8)

(3)

Kriteria Bantuan Sosial yang tida
sebe¢

kece

Ketentuan lebih lanjut mengenai krit
sosjal sebagaimana dimaksud pada
dals

lakaan akibat dari:

bencana;

pohon tumbang;

iang penerangan jalan roboh;
kecelakaan yang disebabkan a
operator dan/atau pengemudi t1

alat berat dan sejenisnya milik Pe;

dan

4) tempat pembuangan sampabh.

m Keputusan Walikota.

Pasal 25

k dapat direncanakan

lumnya sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi korban

kibat bukan kelalaian
uk sampah/kendaraan

merintah Daerah; dan

idak  berfungsinya prasarana perumahan dan
ermukiman antar lain:
) jaringan jalan;

2) jaringan saluran pembuangan|air limbah;

3) jaringan saluran pembuangaph air hujan (drainase);

eria pemberian bantuan

hyat ayat (5) ditetapkan

Pemberian bantuan sosial sebagaijmana dimaksud dalam

Pa

b. |memenuhi persyaratan penerima

Kriteria selektif sebagaimana dimaks

digrtikan bahwa bantuan sosial hany

o

al 22 ayat (1), memenuhi kriteria:

selektif;

bersifat sementara dan tidak
dalam keadaan tertentu dapat be

sesuai tujuan penggunaan.

bantuan;
terus-menerus, kecuali

rkelanjutan; dan

1d pada ayat (1) huruf a,

a diberikan kepada calon

penerima yang ditujukan  untuk melindungi  dari

kemungkinan resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima |bantuan sebagaimana

dimhaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. | memiliki identitas yang jelas;

b. | berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan
Kota Malang; dan

c. | untuk permohonan individu dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk / Kartu Keluarg

o=

a.




(4)

(6)

(2)

(4)

Kritgria

bersifat sementara dan

tidak terus-menerus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa

pemberian bantuan sosial tidak W
dibe

Keagaan tertentu dapat berkelanjutan

rikan setiap tahun anggaran.

ajib dan tidak harus

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, diartikan bahwa bantuan sosial dapat

tela
Krit
pad

o P

o a0

=h

Rehabilitasi
Pasal 25 ayat (6) huruf a, ditujukan

mel:i)uti :

1 lepas dari resiko sosial.

eria sesuai tujuan penggunaan

Tehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;
ﬁ)emberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

enanggulangan bencana.

Pasal 26

sosial

sebagaimang

dibe‘rikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan

sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pgmberian bantuan sosial

dimaksud dalam

untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseprang yang mengalami

disfungsi sosial agar dapat melaksgnakan fungsi sosialnya

secara wajar.

Perlindungan  sosial sebagaimarla dimaksud dalam
Padal 25 ayat (6) huruf b, ditujukap untuk mencegah dan
mehangani resiko dari guncangan |dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompokKk masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dj

ay

kelompok masyarakat yang men
mempunyai daya, sehingga mampt
dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaks

(6)

meg

kel
Per

o3

TE (6) huruf c, ditujukan untuk me

huruf d, merupakan skema }
njamin penerima bantuan
yutuhan dasar hidupnya yang lays

1anggulangan kemiskinan sebagg

agar

'maksud dalam Pasal 25
njadikan seseorang atau
balami masalah sosial

1 memenuhi kebutuhan

sud dalam Pasal 25 ayat
rang melembaga untuk
dapat memenuhi
k.

imana dimaksud dalam




(1)

(3)

(1)

Pas

kegf

=)
2

mat

layq

Penanggulangan bencana sebagaiman

25

dity

syarakat yang tidak mempunyai a

k bagi kemanusiaan.

ayat (6) huruf f, merupakan sg

jukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

125 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan

tan yang dilakukan terhadap orgng, keluarga, kelompok

[au mempunyai sumber

a pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang

a2 dimaksud dalam Pasal

rangkaian upaya yang

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima

langsung oleh penerima bantuan sosi

al.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada

ayal
kepada penerima seperti beasiswa ba
pen
ber.

tidak mampu.

Bar
aydt (1), merupakan barang yang dil
kepada penerima seperti bantuan

untuk sekolah luar biasa swasta

mampu, bantuan makanan/pakaian |

sosial, ternak bagi kelompok masyarg
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 28
Anggota/kelompok masyarakat 1
terfulis kepada Walikota.
Format Usulan Bantuan Sosial seba

ayat (1), sebagaimana tercantum

me

S

uslilan tertulis sebagaimana dimaks;

For
ay

0

(1), merupakan uang yang dib

rupakan bagian yang tidak terg

ikota ini.

likota menunjuk SKPD terkait ur

hasil evaluasi sebagair]

at (3), sebagaimana tercantum

mat

Fa)Y

alikota ini.

ana

erikan secara langsung

i anak miskin, yayasan

gelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat

t dan tunjangan kesehatan putfa putri pahlawan yang

ituan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada

perikan secara langsung
kendaraan operasional
dan masyarakat tidak
repada yatim piatu/tuna

kat kurang mampu.

nenyampaikan usulan
saimana dimaksud pada
dalam Lampiran yang

isahkan dari Peraturan

ituk melakukan evaluasi

1d pada ayat (1).

dimaksud pada

dalam Lampiran yang

Tupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kep

ayat (3), menyampaikan hasil evalug

keppda Walikota melalui TAPD.

TAH

sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dan

Rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam Pa

aya
pen
ran

Pen

ayaf

dan

Bantuan sosial berupa uang dicantus
Ban
SKKFD.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaims

(1)

dal“im APBD sesuai dengan ketentua

undangan.

Bantuan sosial berupa uang sebaga

Pa

o

lan

cangan KUA dan PPAS.

dan ayat (2), menjadi dasar peng3

la  SKPD terkait

memberikan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

kepala SKPD dan

sebagaimana

pertimbangan

dimaksud pada
si berupa rekomendasi
atas rekomendasi

sesuai dengan prioritas

pertimbangan TAPD

sal 28 ayat (5) dan

(6), yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar

cantuman plafon anggaran belanj

cantuman alokasi anggaran sebag
(1), meliputi anggaran bantug

atau barang.

Pasal 30

Pasal 31

al 30 ayat (1), dianggarkan dalam

S08

ssung, jenis belanja bantuan sosig

Ob

bam

Bar
Pa

o

langsung yang diformulasikan kg

keg

sal 30 ayat (2), dianggarkan d;

al dan rincian objek belanja banti
ek belanja bantuan sosial dan
tuan sosial sebagaimana dimakst
individu dan/atau keluarga;
masyarakat; dan

lembaga non pemerintah.

1tuan sosial berupa barang sebag

la bantuan sosial dalam

aimana dimaksud pada

n sosial berupa uang

nkan dalam RKA-PPKD.,

tuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-

ina dimaksud pada ayat
nggaran bantuan sosial

n Peraturan Perundang-

imana dimaksud dalam
kelompok belanja tidak
1, objek belanja bantuan
han sosial pada PPKD.

rincian objek belanja

id ayat (1) meliputi:

himana dimaksud dalam
hlam  kelompok belanja

dalam program dan

iatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan




(4)

(1)

(2)

(2)

(2)

jasal
bela
pihs
Dals

dimg

1k ketiga/masyarakat pada SKPD.

ksud pada ayat (1) dan ayat (

pen

Wal

erima dan besaran bantuan sosial

Pasal 32

pen

Pers

erima dan besaran bantuan sos

turan Walikota tentang Penjabara

kota mencantumkan daftar ngma penerima,

objek belanja bantuan sosial bdrang dan rincian objek

nja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada

1m rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana

P), dicantumkan nama

alamat
al dalam Lampiran IV

n APBD, tidak termasuk

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya.

dim

Walilkota ini, sebagai bagian yang

Pera

Pelaksanaan
berd
Pelgksanaan anggaran bantuan

berd

Foerat

Lampiran IV Peraturan

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatau

Pasal 33

anggaran bantuan

lasarkan atas DPA-PPKD.

lasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

S0S]
Dasg
Penj
Pen
pad
kep

kecuali bantuan sosial kepada indiy

yar
dim
Pen

dan

sebelumnya

al dengan Keputusan Walikota
rah tentang APBD dan Perati
abaran APBD.

aluran dan/atau penyerahan ba

daftar penerima bantuan sosial

tusan Walikota sebagaimana d

aksud dalam Pasal 24.
aluran/penyerahan bantuan §

Jatau keluarga yang tidak

turan Walikota tentang Penjabara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Walikota sebagaimana

ksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan

tidak terpisahkan dari
n APBD.

sahaan

sosial berupa uang

sosial  berupa barang

kota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan

berdasarkan Peraturan

iran Walikota tentang

htuan sosial didasarkan

yang tercantum dalam

imaksud pada ayat (1),
ridu dan/atau keluarga

tidak dapat direncanakan sepelumnya sebagaimana

osial kepada individu
direncanakan

24

dapat




(4)

()

(6)

diddsarkan pada permintaan tertulis
kelu
peja
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
Peng

pembayaran langsung (LS).

rga yang bersangkutan atau

airan bantuan sosial berupa uang

dari individu dan/atau

surat keterangan dari

at yang berwenang serta mendappt persetujuan Walikota

dilakukan dengan cara

aluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

Penj

(4) |kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan
kuitansi bukti penerimaan uang banftuan sosial dan semua
proses pencairan dilakukan perbankan.

Penyaluran/penyerahan

dimg

administrasi, sebagai berikut:

B

bantuan

asyarakat, terdiri dari:

terkait, dilengkapi rincian

bantuan sosial;

|\

surat keterangan domisili dari

nama individu, keluarga,

penerima bantuan sosial;

5. salinan/foto copy rekening ba

nama individu, keluarga,
penerima bantuan sosial; dan
6. Keputusan Walikota tentan
Bantuan Sosial.
bantuan sosial kepada lembaga n
pendidikan, keagamaan, dan big
untuk melindungi individu,
masyarakat, terdiri dari:
1. surat permohonan kepada
terkait, dilengkapi rincian
bantuan sosial;
susunan pengurus;

surat keterangan domisili dax

antuan sosial kepada individy,

4. Pakta Integritas dari penerin
menyatakan bahwa bantuan s

digunakan sesuai dengan usu

sosial  sebagaimana

ksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kelengkapan

keluarga, dan/atau

1. surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD

rencana penggunaan

pejabat setempat;

3. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas

dan/atau masyarakat

1a bantuan sosial yang
osial yang diterima akan
lan;

nk yang masih aktif atas

dan/atau masyarakat

o Penetapan Penerima

on pemerintahan bidang

lang lain yang berperan

kelompok, dan/atau

Walikota melalui SKPD

rencana penggunaan

i pejabat setempat;

salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas




SKH
adm
pen
kep
Dals
ban|
met|

mer;

linistrasi pencairan bantuan so
ada PPKD dengan lembar pengant

tuan sosial individu, keluarga

penerima bantuan sosial;

digunakan sesuai dengan usul

dan

Bantuan Sosial.

terkait menyampaikan

rima bantuan sosial sebagaimana

m hal penyaluran/pencairan a

inggal dunia, maka bantuan sosia

ketg
(9) Pejqg
aya
dan
(10)
sosl

kui

-4

i

b

Peny

rangan ahli waris dari pejabat set
bat setempat
Lurah.

yaluran dana bantuan sosial key
al sebagaimana dimaksud pada ay

ansi bukti penerimaan uang bant

Pengaddq
dimakst

Peratura

1d dalam Pasal 22 ayat (1), berpg

Pasal 35

an barang/jasa dalam rangka ban

n Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggun

Pasal 36

Per
per
der
(2)
lap
ke

Tt

1
Pen
pran penggunaan bantuan sosial

vala SKPD terkait.

erima bantuan sosial berupa uang
ggunaan bantuan sosial kepada
gan tembusan kepada SKPD terk:

erima bantuan sosial berupa

Pakta Integritas dari penerim

menyatakan bahwa bantuan sg¢

salinan/foto copy rekening barj

nama lembaga/organisasi pet

Keputusan Walikota tentang

iliki surat persetujuan kuasa de

sebagaimans

(8) adalah Ketua Rukun Tetangg

namaketua/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi

a bantuan sosial yang
sial yang diterima akan
an;
k yang masih aktif atas
lerima bantuan sosial;
Penetapan Penerima
berkas  kelengkapan
sial berupa uang dari
dimaksud pada ayat (6)
T,
pabila calon penerima
dan/atau masyarakat
1 diberikan kepada yang
ngan berdasarkan suat
empat.
dimaksud

pada

L

a, Ketua Rukun Warga,
pada penerima bantuan

rat (4) dilengkapi dengan

an sosial.

tuan sosial sebagaimana

rdoman pada ketentuan

rjawaban

y menyampaikan laporan

Walikota melalui PPKD

it.

barang menyampaikan

kepada Walikota melalui




(1)

(2)

(2)

Pertangg

sosial d

a.
b.

(1)

Fort

dim

dalg
terp

Ban
belg’
berkenaan.
Baljt

belgnja bantuan sosial pada jenis b

dals

aksud pada ayat (1) dan ayat (2),

sahkan dari Peraturan Walikota 1

Pasal 37

nja bantuan sosial pada PPKD

uan sosial berupa barang dicata

PPK.

kep
dirg
Pa
Ang

Rek.‘apitulasi sebagaimana dimaksud

narj

0

Pasal 38

D membuat rekapitulasi

ada

rgaran berikutnya.

1a penerima, alamat dan besarg

dite

1lam bentuk uang, meliputi:

rima oleh masing-masing individu

Pasal 39

rungjawaban Pemerintah Daerah

usul

Kepv

Ban

an dari calon penerima bantuan s
itusan Walikota tentang Penet

uan Sosial;

paki
mer}
digy
buk

a dari penerima &

integritas
vatakan bahwa bantuan sosia

nakan sesuai dengan usulan; dan

beru

Per

bantuan sosial dalam bentuk barang

i transfer/penyerahan uang atas g

pa uang.

Pasal 40

usulan dari calon penerima

Walikota;

Lampiran yang merupakan

tuan sosial berupa uang dicatat

m program dan kegiatan pada SK

individu, dan/atau keluar
canakan sebelumnya sebagain

al 24 ayat (5) paling lambat tai

at laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana

$ebagaimana tercantum

bagian yang tidak

Ni.

sebagai realisasi jenis

dalam tahun anggaran

. sebagai realisasi objek
elanja barang dan jasa

PD terkait.

penyaluran bantuan sosial

ga yang tidak dapat
nana dimaksud dalam

1ggal 5 Januari Tahun

pada ayat (1) memuat
n bantuan sosial yang

dan/atau keluarga.

htas pemberian bantuan

psial kepada Walikota;
apan Daftar Penerima

antu an sosial yang

1 yang diterima akan

emberian bantuan sosial

tanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian

, meliputi:

bantuan sosial kepada




(4)

(1)

Forr
sebd

dalg
terp

Pen

jaWéTb secara formal dan material ata

Sosi)
Pert

a.

Fori
pad
mer|
Wal

Pert

Keputusan Walikota tentang Pene
antuan Sosial;

ukti serah terima barang atas pe
erupa barang.

at Bukti/Berita Acara Serah
Tgaimana dimaksud pada ayat (
‘m Lampiran yang merupakar

isahkan dari Peraturan Walikota i

Pasal 41

erima bantuan sosial dalam ben

—

al yang diterimanya.
anggungjawaban penerima bantug
poran penggunaan bantuan
»antuan sosial;
surat pernyataan tanggung jaw
bahwa bantuan sosial yang dits
sesuai dengan usulan; dan
lukti—bukti pengeluaran yang le
etentuan peraturan perundang-u
bantuan sosial berupa uang.
mat Pernyataan Tanggung Jawab
a ayat (2) huruf b, tercantum
upakan bagian yang tidak terpi
ikota ini.

anggungjawaban sebagaimana dj

huri

lam

kect

pert
Pert
aya

ban

Red

Pen

uf a dan huruf b, disampaikan |
bat tanggal 10 bulan Januari tahy

1ali ditentukan lain sesuai dengs

indang-undangan.
nggungjawaban
t (2) huruf ¢, disimpan dan diper]

uan sosial selaku objek pemeriks

Pasal 42

isasi bantuan sosial dicantumkan

Jerintah Daerah dalam tahun angg

sebagaimana

tapan Daftar Penerima

mberian bantuan sosial

Terima Barang/Jasa
1) huruf c, tercantum
. bagian yang tidak

hi.

tuk uang bertanggung

S penggunaan bantuan

in sosial, meliputi:
sosial oleh penerima
rab yang menyatakan

erima telah digunakan

ngkap dan sah sesuai

ndangan bagi penerima

sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran yang

sahkan dari Peraturan

imaksud pada ayat (2)
kepada Walikota paling
n anggaran berikutnya,
n ketentuan peraturan

dimaksud pada
ounakan oleh penerima

Aarl.

pada laporan keuangan

aran berkenaan.




peny
angs

nerg

starn
angs

keu;

Dae
(2) For
pad
Keb

pern]

Has

aya

kep

Dalam kL

dalam P
sosial y
penerim

sanksi s

Ban

Real

m
dikd

SKH

rima bantuan sosial sampai

aran berkenaan dilaporkan seb

o
:
\

ca.

Pasal 43

akuntansi

I

aran dan diungkapkan pada

—

A1l

ah.

at laporan realisasi bantuan
Pverakan dan pengungkapannya

a ayat (1)
BAB V

Pasal 44

\berian hibah dan bantuan sosial.
il monitoring dan evaluasi sebag
(1), disampaikan kepada Walil

ada SKPD yang mempunyai tugas

Pasal 45

1al hasil monitoring dan evaluasi
asal 44 ayat (2), terdapat penggun
ng tidak sesuai dengan usulai
hibah atau bantuan sosial yang [

esuai dengan ketentuan peraturar

Tuan sosial berupa barang yang be

sasi bantuan sosial berupa barar
ar pemerintah p3

gan dalam penyusunan laporar

diatur dalam Peratu

ljakan Akutansi Pemerintah Daera

MONITORING DAN EVAI

D terkait melakukan monitori

lum diserahkan kepada
dengan akhir tahun

ngai persediaan dalam

g dikonversikan sesuai
da

catatan atas laporan

laporan realisasi

I keuangan Pemerintah

sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud
iran  Walikota tentang
h.

LUASI

ng dan evaluasi atas
himana dimaksud pada
cota dengan tembusan

dan fungsi pengawasan.

sebagaimana dimaksud
han hibah atau bantuan
1 yang telah disetujui,
ersangkutan dikenakan

| perundang-undangan.




Pada sas

Carq

Perts

Evaly

Pera

Perubahan atas Peraturan Walikota M

2011

Peng

Mon
Pera
Peru
Taht
dan
Mon)|
Perg

Peru

Taht

dan
Mon
Persg
Peruy
Tahj

dan

Mon

1

dicabut

Perat

Turan Walikota Malang Nomor

1

|

L

BAB VI

Pasal 46

Penganggaran, Pelaksanaan

inggungjawaban dan Pelaporan
1asi Hibah dan Bantuan Sosial;

!

i

enatausahaan, Pertanggungjawa

1

—=

turan Walikota Malang Nomor 1
bahan Ketiga atas Peraturan Wa
in 2011 tentang Tata Cara Peng
Penatausahaan, Pertanggungjawa
itoring dan Evaluasi Hibah dan B
turan Walikota Malang Nomor 4
bahan Keempat atas Peraturan W
un 2011 tentang Tata Cara Pen
Penatausahaan, Pertanggungjaws

itoring dan Evaluasi Hibah dan B

dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTT

t Peraturan Walikota ini mulai ber

uran Walikota Malang Nomor 39 T

uran Walikota Malang Nomor 9

tentang Tata Cara Penganggq
tausahaan, Pertanggungjawaban
itoring dan Evaluasi Hibah dan Bag
ahan Kedua atas Peraturan Wal

2011 tentang Tata Cara Peng

toring dan Evaluasi Hibah dan Bag

laku:

ahun 2011 tentang Tata
dan Penatausahaan,

serta Monitoring dan

3 Tahun 2012 tentang
alang Nomor 39 Tahun
ran, Pelaksanaan dan
dan Pelaporan serta
ntuan Sosial;

) Tahun 2016 tentang
ikota Malang Nomor 39
ranggaran, Pelaksanaan
ban dan Pelaporan serta
intuan Sosial;

D Tahun 2016 tentang
ikota Malang Nomor 39
yanggaran, Pelaksanaan

ban dan Pelaporan serta

antuan Sosial;

10 Tahun 2017 tentang
alikota Malang Nomor 39
sanggaran, Pelaksanaan
ban dan Pelaporan serta

antuan Sosial;




Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padaltanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

D

pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA MALANG,

td.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 31 Desembegr 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 105

TABRANI. SH, M.HUm.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019




L.

FORMAT USULAN/PR(Q

Nomor
Lampiran
Hal

1 (satu)
Permoh|

Sel
pelaksa
dan
lembags
kami m
bentuk
berpera
pelaksa

Hil
a.
b.
c.

Ber

berkens
hibah...
terlamp
dimakst

Derm

Bapak d

LAMPIRAN
PERATURAN WAL

NOMOR 103
TENTANG
PEDOMANPEMBE

BANTUAN SOSIAI

)POSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Malang,
Kepada
berkas
nan Hibah Di
Tempat

ubungan dengan upaya percepaj
naan tugas-tugas pemerintahan d
dalam rangka mer]
/Organisasi/Pemerintah.............
?ngharapkan kiranya dapatnya dil
ibah agar fungsi kami dapat berjd
aktif dalam percepatan pemh
naan tugas-tugas pmerintahan da
yah dimaksud akan di pergunakan

kaitan dengan hal tersebut, kami 1
untuk dapat membantu kami dg
............................ Sebagai bahari
sampaikan proposal

r kami
nd.

nikian permohonan kami, atas g
liucapkan terima kasih.

H

(Kepala Orm

(NA

[KOTA MALANG
TAHUN 2019

RIAN HIBAH DAN

J

Yth. Bapak Walikota Malang

an pembangunan dan
i wilayah Kota Malang,
junjang kegiatan

verikan bantuan dalam
lan secara optimal dan
angunan daerah dan
erah.

untuk kegiatan :

mengharapkan kiranya
lam bentuk pemberian
pertimbangan Bapak,
permohonan hibah

erkenan dan bantuan

ormat kami,

Pemohon
as/ LSM/ Perorangan)

MA LENGKAP)




II.

III.

SISTEMATIKA PROPOS

BAB I
BABII
BAB III
BAB IV

PENDAHU
RENCANA
WAKTU D/
JENIS HIE
BAB YV NILAI HIB,|
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN PENUNJAN(

FOTO KOPI SK KEM
FOTO KOPI SK PEN

FOTO KOPI REKEN
IJIN DOMISILI TERI
SETEMPAT ATAU S

e 0 9 =

FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL H

UANG

HASIL EVALUASI ATAS

FOTO KOPI KTP KEI
NG KAS UMUM LEMBAGA PENEF
ARU LEMBAGA PENERIMA HIBA

AL PERMOHONAN HIBAH DALAM

UAN

PEMANFAATAN HIBAH
N LOKASI HIBAH

JAH YANG DIUSULKAN

IEKUMHAM /UUD
GURUS
UA LEMBAGA

“BUTAN LAINYA.

USULAN/PROPOSAL HIBAH DAL

H DAN RENCANA PENGGUNAAN

BENTUK UANG

(RAB)

RIMA HIBAH
H DARI PEJABAT

IBAH DALAM BENTUK

Vi BENTUK UANG

NAMA CALON URAIAN BESARAN/NILAI HIBAH
NO| PENERIMA —————— JUMLAH YANG DISETUJUI
HIBAH

1 2 3 4 5

1

2

3

4
dst

KEPALA S

...............

..............




[V. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK
BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

REKOMENDASI
NO NAMA CALON URAIAN JUMLAH
PENERIMA HIBAH USULAN JML UNIT JML (Rp.)

1

2

3

4
dst

KEPALA BEPD. ..onmmmmmaes

................................




V; FORMAT KEPUTUS

PEMBERIAN HIB
KEMASYARAKATAN PADA

Menimbang

Mengingat

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20
Pemberiaf
Anggararn
diubah bg¢berapa kali terakhir dengan Perat
Negeri Ng
Peraturar
Pedoman

An

dari

menetapkan Keputusan Walikota tentan

Daerah

Anggarar

1.

Und
Neg‘Tra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

KH FUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR

DALAM BENTUK UANG

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

. 188.45/ /35.73.112/...
TENTANG

TAHUN ANGGARAN .......

WALIKOTA MALANG,

Menteri Dalam Negeri Nomor 32

ooaran Pendapatan dan Bela

cepada Organisasi/Lembaga Ke

AN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH

T\H DAERAH KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA
A ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

: bahwa sgbagai tindaklanjut ketentuan Pasal 14 Peraturan

11 tentang Pedoman

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Pendapatan dan Belanja Daeral) sebagaimana telah

uran Menteri Dalam

ymor 13 Tahun 2018 tentang Pefubahan Ketiga Atas

Tahun 2011 tentang

Pemberian Hibah dan Bantuan Sgsial yang Bersumber

nja Daerah, perlu

> Pemberian Hibah

>

masyarakatan pada

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....... ;

ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nomior 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Taht
Perbendaharaan Negara (Lembarar
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T

Negara Republik Indonesia Nomor 433

Undang-Undang

Peri

33 Tah

Nomor

mbangan Keuangan antara Pen

in 2004 tentang
Negara Republik
ambahan Lembaran

S);

un 2004 tentang

nerintah Pusat dan




Pemé¢rintahan Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indohesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indophesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negg

diu

1

[
f

a Republik Indonesia Nomor 567
h beberapa kali terakhir deng

)) sebagaimana telah
an Undang-Undang
ibahan Kedua Atas

Nomfr O Tahun 2015 tentang Pery

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negg

Pera
kepe
Tahy
Rept

Pera

Pen

Indg
Neg:

Pers

Ped

Pem
Indg
Neg

Perg
tent
yan
Dase
Non
tera
Non
Pert

tent

yan%
Das
Nor

ida Daerah (Lembaran Negara

1blik Indonesia Nomor 4577);

uran Pemerintah Nomor 58 T

S o = T

xc

D

§

ta

ituran Pemerintah Nomor 79 T
oman Pembinaan dan Pengawas
Lirintahan Daerah (Lembaran
ynesia Tahun 2005 Nomor 165, ]

ara Republik Indonesia Nomor 4359

Tturan Menteri Dalam Negeri Noi

ah (Berita Negara Republik Ing

ng Pedoman Pemberian Hibah

Bersumber dari Anggaran Peng

or 450) sebagaimana telah di
hir Men
or 13 Tahun 2018 tentang Per

dengan Peraturan
aturan Menteri Dalam Negeri No
fng Pedoman Pemberian Hibah
Bersumber dari Anggaran Pen
r‘ah (Berita Negara Republik In(

nor 465);

ra Republik Indonesia Nomor 567

uran Pemerintah Nomor 57 Tahur

in 2005 Nomor 139, Tambahaz

lolaan Keuangan Negara (Lemba
kesia Tahun 2005 Nomor 140, 1
Republik Indonesia Nomor 457

O);

) 2005 tentang Hibah
Republik Indonesia

1 Lembaran Negara

nhun 2005 tentang
ran Negara Republik
‘ambahan Lembaran
8);

ahun 2005 tentang
an Penyelenggaraan
Negara Republik
‘ambahan Lembaran
3);

mor 32 Tahun 2011
dan Bantuan Sosial
lapatan dan Belanja
lonesia Tahun 2011
ubah beberapa kali
teri Dalam Negeri
ubahan Ketiga Atas
mor 32 Tahun 2011
dan Bantuan Sosial

Hapatan dan Belanja
Hjonesia Tahun 2018




10;

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tent

yang
Daer

Nompr 310)sebagaimana telah diu

tera

Taht
Men
Pedad

Bers

Peral

tent

Kota

ah (Berita Negara Republik Ind

1

mber dari Anggaran Pendapatan

Malang Tahun 2008 Nomor 2

ang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

pnesia Tahun 2011

bah beberapa kali

chir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
n 2018 tentang Perubahan Kefiga Atas Peraturan
teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

man Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

dan Belanja Daerah

turan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008

Tng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Seri E, Tambahan

aran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah

Lem

dengan Peraturan Daerah Kota Maldng Nomor 5 Tahun
|

2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014

Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Malang Nor

tent

Taht
Tahu[n 2018 Nomor 6);

Perag
Tatal
Pertanggungjawaban dan Pelaporan S
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Mala
diubah beberapa kali terakhir dengan
Malg
Atas
Tatal

Pert

EvalP
Malang Tahun 2016 Nomor 19);

Perdturan Walikota Malang Nomor ...

tent

Daer
Taht

ang Anggaran Pendapatan da

uran Walikota Malang Nomor 39

Cara Penganggaran, Pelaksanaan

ng Tahun 2011 Nomor 32 Seri E

ng Nomor 19 Tahun 2016 tentat
Peraturan Walikota Nomor 39 1]
Cara Penganggaran, Pelaksanaan
anggungjawaban dan Pelaporan s

asi Hibah dan Bantuan Sosial

(Berita

in Anggaran 2019 (Lembaran D

nor 6 Tahun 2018
n Belanja Daerah

aerah Kota Malang

Tahun 2011 tentang
dan Penatausahaan,
erta Monitoring dan
(Berita Daerah Kota
) sebagaimana telah
Peraturan Walikota
g Perubahan Ketiga
‘ahun 2011 tentang
dan Penatausahaan,
erta Monitoring dan

(Berita Daerah Kota

e TEATL swsves 2018

ing Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Malang




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH
DAERAH KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA|KEMASYARAKATAN
PADA AI‘TGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ........

KESATU : Memberikan hibah dalam bentuk uang kepada
Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .......
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA . Pelaksangsan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU |dituangkan dalam Naskah Perjapjian Hibah Daerah

(NPHD) yang ditandatangani bersama antara Walikota Malang

dengan Pgnerima Hibah.

KETIGA : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penerima Hibah kepada
Pemberi |Hibah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundarjg-undangan.

KEEMPAT . Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah |[Tahun Anggaran ....... denggn Kode Rekening
3.02.3.02.01.00.00.5.1.4.05.06 (Belanja| Hibah  kepada

Organisagi/Lembaga Kemasyarakatan).

KELIMA . Keputusan Walikota ini mulai berlaku padg tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal | ...

WALIKOTA MALANG,

.................




DAFTAR PENERIMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOT,
NOMOR:188.45/ iB5.73.1132/.......
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH D
ORGANISASI/LEMBAG
KEMASYARAKATAN P
PENDAPATAN DAN BH
TAHUN ANGGARAN ..... ;

HIBAH DAERAH KEPADA ORGAN

A MALANG

AERAH KEPADA
A
A\DA ANGGARAN
.LANJA DAERAH

[ISASI/LEMBAGA

KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN .......
No. Lembaga Alamat Jumlah
(Rp.)

1 2 3 4

1o [owmoe | [ ] s

D llsmee 0 0 lemess ] wesses

-7 (]SS | N S e

g |omax 00 | 0000 lesess 000 e

B o I Tewemee ] s

WALIKOTA MALAD




VI. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM
BENTUK UANG
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
(BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH)
NOMOR : 050/ /35.73.112/20..
NOMOR = oot
TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH

Pada harl 0L {lessassamsavsmmsessin tanggal.....fo.coooiiiiii
o] 1] [ s EO O NN | ST
75154 L5 0o (FARRAP , kalmi yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA)....cccovuvenne (Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk) ........ g
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Malang yang beralamat di
..... (alamat instansi).../........,selanjutnya
disebut sebagai PIHAK| KESATU;

2. (NAMA)..oosoisonisas (Ketua Badan/Lembaga/ Qrganisasi Non
Pemerintah) ..... berdasarkan Keputusan (Ketua
Badan/Lembaga/Organisasi Non
Pemerintah) Nomor : ..l tanggal
dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan
kedudukannya untuk dan atas
NAMNE vissaasnss (Badan/Lembaga/ Organisasi Non
Pemerintah)........ yvang beralamat di
......................... (alamat instansy) ...........,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada  .owe
(Badan/Lembaga/ Organisasi Non Pemerintah ............ ) ..., sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor :.........ccoiiniiinninnn
tentang Pemberian Hibah Daerah .............. , PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA yang selan] Ptnya disebut PARA PIHAK setuju dan sepaka
mengadakan perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
TUJUAN HIBAH
Pasal 1

Tujuan pemberian hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah
dalam rangka membantu peningkatan partisipasi PIHAK KEDUA untuk
mengembangRan, ol di wilayah Kota Malang.




(1) PIHAK KESATU m
PIHAK KEDUA seb
(2) Untuk pencairan

KEDUA mengaju

NILAI HIBAH
Pasal 2

emberikan Dana Hibah dalam bg

ESar B aupuesesmvvssa (———
da ayat (1), PIHAK

hibah sebagaimana dimaksud pa

ran permohonan kepada PIHAK

dilampiri :
a. Naskah Perjanji
b. Foto copy reken

an Hibah Daerah;
ing yang masih aktif;

c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai ¢
ditandatangani|dan disetempel;

d. Surat Pernyatapn Tanggungjawab mutlak yang
hibah yang |diterima akan dipergunakan
peruntukkannya dan penerima hibah bertang

formal dan mat

Dana Hibah sebagal
Anggaran Pendapata
Anggaran 2018 deng
(Belanja Hibah kepad

(1) PARA PIHAK sepalk
2 digunakan unty

proposal terlampi

Naskah Perjanjian

(2) Pencairan Dana H

secara bertahap mj

(3) Dalam pengunaar

masih terdapat
berikutnya maka

Rekening Kas Um

(4) Penggunaan Dan

dimaksud pada a

dan bertanggung

kewajaran serta n

ketentuan peratu

erial atas penggunaan hibah yang

SUMBER HIBAH

Pasal 3
mana dimaksud dalam Pasal |

n dan Belanja Daerah (APBD) K
ian Kode Rekening : 3.02.3.02.0

a Organisasi / Lembaga Kemasyar

I

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 4
at Dana Hibah sebagaimana dima

1k membiayai kegiatan, sebagaim
r, yang merupakan bagian tidal
Hibah Daerah ini.

tah sebagaimana dimaksud dalar

lelalui Rekening Bank atas nama |
1 dana hibah sebagaiman di mak
isa dana hibah sampai padqg
PIHAK KEDUA Wajib menyetorkan

um Daerah Kota Malang.

i Hibah untuk membiayai keg
yat (1) dilaksanakan secara efekti
jawab dengan memperhatikan a
nanfaat untuk masyarakat dengat

an perundang-undangan.

23

ntuk uang kepada

rupiah).

KESATU, dengan

ukup yang telah

menyatakan bahwa

sesuai dengan

ygungjawab secara

diterima.

2 bersumber dari

\
ota Malang Tahun
1.00.00.5.1.4.05.06

akatan).

ksud dalam Pasal
ana rincian dalam

-
8

terpisahkan dari

n Pasal 2 dilakukan
IHAK KEDUA.

sud pada ayat (1)
Tahun anggaran

sisa dana hibah ke

iatan sebagaimana

1
f, efisien, ekonomis
sas kepatutan dan

1 berpedoman pada




(1) Pertanggungjawab

sebagaimana dim4d

an penggunaan Dana Hibah ol

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

ksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipes1

oleh PIHAK KEDU
undangan.
(2) PIHAK KEDUA me
(3) PIHAK KEDUA w
kepada PIHAK K
Anggaran berikutn

(4) Laporan realisasi

(3) disampaikan Kk

Badan Pengelola K

(1) Naskah Perjanjia
ditandatangani olg

(2) Naskah Perjanjian

I

penggunaan dana sebagaimana d

A sesuai dengan ketentuan per

upakan objek pemeriksaan.

ajib membuat laporan realisasi
tSATU, paling lambat tanggal

a.

euangan dan Aset Daerah Kota Mz

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
n Hibah Daerah ini
h PARA PIHAK.

Hibah Daerah ini dibuat rangk

cepada Walikota Malang dengan‘

berlakL‘

eh PIHAK KEDUA
|
-tanggungjawabkan

aturan perundang-

penggunaan dana
10 Januari Tahun
|
imaksud pada ayat
tembusan Kepala

lang.

1 terhitung sejak

ap 3 (tiga), 2 (dua)

diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK serta
sisanya disimpan gebagai arsip.
|
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KETUA WALIKOTA MALANG/
BADAN/LEMBAGA/QRGANISASI PEJABAT YANG DITUNJUK,

NON PEMERINTAH,

------------------

...............




VII. FORMAT KEPUT
DAERAH DALAM

PEMBERIAN
MASYARAKAT]
KO/

Menimbang

Mengingat

N

BENTUK BARANG ‘

WALIKOTA MALANG
KEPUTUSAN WALIKOTA MALAN
OMOR: 188.45/  /35/.73.112|
TENTANG
HIBAH DAERAH DALM BENTUK E
DI KELURAHAN............. KECAMA
A MALANG TAHUN ANGGARAN..

WALIKOTA MALANG,

bahwa Pemerintah Kota Ma
meningkatkan pemberday
akan memberikan hibah dal
kepada masyarakat;

bahwa sebagai pelaksang

Peraturan Dalam Negeri |

Bantuan Sosial

yang

dalam Keputusan Walikota;

Bahwa berdasarkan
huruf b,
Walikota tentang Pemberia
Bentuk Barang kepada
Kelurahan..............
Malang Tahun Anggaran

perlu meneta

tentang Penyenggaraan Ne
dan Bebas dari
Nepotisme;

tentang Pemerintah Daert
telah diubah kedua kalinyg
undang Nomor 12 Tahun 20

Anggaran Pendapatan dan
pemberian Hibah dimaksud perlu ditetapkan

Kecamatan.............

.

Undang-undang Nomor 28 Tahun

Korup

USAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH

G
20..

ARANG KEPADA

....................

ang dalam rangka
aan masyarakat
am bentuk barang

‘gan lebih lanjut
Bomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bersumber Dari
Belanja Daerah,

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dadlam huruf a dan

pbkan Keputusan
n Daaerah Dalam
MAsyarakat di
Kota

1999
ocara yang Bersih

si, Kolusi dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

ah sebagaimana
dengan Undang-
08;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Yth Sdr. 1. Inspel

2. Kepalg

dst...

tur Kota Malang;
. Bappeda.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH

DAERAH DALAM BENTUK BARANG  KEPADA
MASYARAKAT DI I%(ELURAHAN ....................
KECAMATAN.......cevvnee. KOTA  MALANG TAHUN

ANGGARAN 20..

Memberikan Hibah Daerah dal
masyarakat di Kelurahan........
Kota Malang Tahun Anggaran.,

am bentuk barang kepada
Eetainalan. .ooummwses

a. RW...... berupa ......... P ) unit ..
(nama barang)..... sebesar BB ossnsas
b s smans rupiah) |

b. RW..... berupa sesssosss (R 5 15| — (nama
barang) ....... Sebesar Rp...‘( ...................  E————
Rupiah)

c. dst....

Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam

dictum KESATU dituangkan (¢
Hibah Daerah yang ditanda
Kecamatal
dengan Penerima Hibah.

Laporan pertanggungjawaban 1

disesuaikan dengan ketentuan

undangan

Hibah dalam bentuk barang|

dalam Naskah Perjanjian
tangani bersama antara
Kota Malang

reuangan Penerima Hibah
peraturan perundang-

sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan

Anggaran............... dengan Ko

Belanja

Daerah Tahun
de Rekening : 5.2.2.02.10

(Belanja Barang untuk MAsyarakat yang dihibahkan)

Keputusan Walikota ini mulz?i berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Malang
0.,

WALIKOTA MALANG

............................




VIII. FORMAT NASKA

(&
]

NA

(LEMBAG

N
NOM

PEMBE

.................................

...............

dalam rangka

(Lembaga/ Organisasi
ditetapkan dalam K
KESATU dan PIHAK K
dan sepaka mengadd
berikut :

Tujuan pemberian hib
dalam rangka memb;
mengembangkan

oooooo

PIHAK KESATU memb}

PIHAK KEDUA berup4 :

- IR (nama barang).
gsenitlal RP, csvvosivios
dengan spesifikasi s

...............................

............................

H PERJANJIAN HIBAH DAERAH (1
BENTUK BARANG/JASA

KAH PERJANJIAN HIBAH DAERA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN

P

OMOR : 050/ /35.73.112/20...

TENTANG

...........................

tanggal bulan
............ , kami yang bertanda tang
(Walikota Malang/ Pejabat yar
hal ini bertindak untuk dan
Kota Malang yang bera
instansi) ,selanjutnya ¢
PIHAK KESATU;

..... berdasarkan
Lembaga/ Organisasi/ Anggota

.................................

dalam hal ini bertindak
kedudukannya untuk dai
(Lembaga/ Organisasi/ Anggotc
beralamat di
(Lembaga/ Organisasi/ Anggot
selanjutnya disebut sebagai Pl

Hibah

pemberian Dana

Anggota  Masyarakat
putusan Walikota Malang
entang Pemberian Hibah Daera
(EDUA yang selanjutnya disebut I
kan perjanjian dengan syarat dan|

e

TUJUAN HIBAH

Pasal 1
h dari PIHAK KESATU kepada PIK
antu peningkatan partisipasi PIH
di wilayah Kot

NILAI HIBAH

Pasal 2
erikan Dana Hibah dalam bentuk

R 11k 101 1 o S—— (———

Webagai berikut :

")

T /ORGANISASI/ANGGOTA MASYP‘
bR - e

IAN HIBAH DALAM BENTUK BAF

(Ketua Lembaga/ Organisasi‘

......... (oco-oo-............................-----‘

|
\PHD) DALAM

H

-------

[ ; ..
an di bawah ini :
\

1g ditunjuk) ........ , dalam
'atas nama Pemerintah
lamat di ... (alamat
lisebut sebagai

Anggota Masyarakat)
Keputusan (Ketua
Masyarakat) Nomor :

................

dalam jabatan
n atas nama
1 Masyarakat)

...........
--------

1 Masyarakat)
IHAK KEDUA;

...........

kepada
sebagaimana
Nomor

sasy

h
’ARA PIHAK setuju
‘ketentuan sebagai

\
IAK KEDUA adalah
AK KEDUA untuk
a Malang.

\
|
\
barang kepada

......................

---------




b.

Dana hibah sebaga
Anggaran Pendapata
Anggaran
Masyarakat yang dihi

(1)

(2)

(3)

(2)
(3)

(4)

....... (nama barang
senilai Rp. ...........]
dengan spesifikasi

deng

PARA PIHAK sepa
2 digunakan
sebagaimana rinci

tidak terpisahkan ‘H

Pencairan Dana H
secara bertahap.
Penggunaan Dan

dan bertanggung

kewajaran serta n
ketentuan peratur

Pertanggungjawa

n dan Belanja Daerah (APBD) K
an Kode Rekening 5.2.2.02.10 (Be

kat Dana Hibah sebagaimana dim

ibah sebagaimana dimaksud dalan

a Hibah untuk membiayai kegi
dimaksud pada aﬁ

)

...... sejumlah ........ooois (cevennenannen.

sebagai berikut :
>
;

.
e |

SUMBER HIBAH

Pasal 3

imana dimaksud dalam Pasal

ahkan).
PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 4
untuk membiayai kegiatan

an dalam proposal terlampir , yang
ari Naskah Perjanjian Hibah Dase

jawab dengan memperhatikan a

anfaat untuk masyarakat dengarn

an perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

an penggunaan Dana Hibah ol

sebagaimana dims
oleh PIHAK KEDU
peraturan perunds
PIHAK KEDUA me
PIHAK KEDUA w
kepada PIHAK 1
penggunaan dan

Laporan realisasi
(3) disampaikan K
Kota Malang deng
Daerah Kota Malai

1

kepada PIHAK KESATU sesuai
ing-undangan.

rupakan objek pemeriksaan.

ajib membuat laporan realisasi

KESATU paling lambat 1

'3epada Walikota Malang melalui

ng.

3

at (1) dilaksanakan secara efektif]

ooooooooooooooooooooooo

----------

2 bersumber dari
ota Malang Tahun

lanja Barang untuk

laksud dalam Pasal
merupakan bagian
rah ini.

n Pasal 2 dilakukan
atan sebagaimana
efisien , ekonomis

sas kepatutan dan
berpedoman pada

\
eh PIHAK KEDUA

ksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) dipertanggungjawabkan

| dengan ketentuan

penggunaan dana

(satju) bulan setelah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
keseluruhan pertanggungjawaban pada akhir bulan
penggunaan dana sebagaimana dj

4 dan
Desember
maksud pada ayat
Sekretaris Daerah

.........

an tembusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat




(1)

(2)

(3)

(2)

Apa bila sampai t2

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

thun anggaran berakhir kegiatan yang dilakukan oleh

PIHAK KEDUA berdasarkan rincian proposal sebagaimana dalam Pasal

4 ayat (1) belun
anggarannya daps

Jenis rincian keg?tan yang belum dilakukan dan

yang belum ters
dimaksud pada ay
KESATU.

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan sebagaimana

maka kegiatam dan penggunaan

n dilaksanakan ,

1t dilakukan pada tahun berikutnya.

‘besarnya anggaran
rap pada tahun anggaran berjalan sebagaimana

at (1) harus dilaporkan terlebih d hulu kepada PIHAK

limaksud pada ayat

(1), PIHAK KEDUA harus segera melaporkan ke PIHAK KESATU disertai
pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Naskah Perjanji

ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Naskah Perjanjiatﬁ Hibah Daerah ini dibuat dala

(dua) diantaranya

serta sisanya disiT-Apan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA/ORGA

.....................

L\!ISASI /
ANGGOTA MASYARAKAT,

..........

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

n Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal

rangkap 3 (tiga), 2
bermaterei cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK

PIHAK KESATU
WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.............................




IX. FORMAT PERMOH

KOP BADA

[ONAN PENCAIRAN YANG SEKALIj

L /LEMBAGA /ORGANISASI MASY

GUS

ARAKAT

Nomor
Sifat : Penting
Lampirafy © .oovees
Perihal : Permohor
Tahun Ar
Sehubungan ¢

pelaksanaan tugas tu
rangka menunjang ke
walikota malang Nomn
Pemberian hibah Taht
pencairan dana hibah

bentuk uang untuk mj

Sehubungan de
Walikota Malang untu

Demikian perm

diucapkan terima kasi.

Kepada Yth : Bapak

gas pemerintahan di wilayah Kota

Iiatan (nama lembaga). Berdasarks

I

Tor: (SK WALIKOTA) Tanggal ....,

|

c

n Anggaran ..., maka (Nama Lem
yang diberikan oleh Pemerintah 1]
ndukung program kerja kami dit
th)

1gan hal di atas, kami mohon pers

pencairan dana sebesar Rp

Elhonan kami,atas perkenan da

Hormal
Pimpin
penerir

Tanda tg

(Nama

Cahun ....

Walikota Malang

di
MALANG
1an pencairan dana hibah
1EEATAT ...eueenenenns
dengann upaya percepatan pembangunan dan

Malang,dan dalam

an surat keputusan

tentang
baga ) mengajukan
Kota Malang dalam

ahun sebesar

etujuan dari Bapak

.......

n bantuan Bapak

t kami,

an lembaga
na hibah

ingan & Stempel

Lengkap)
\




X. PERMOHONAN PH

tNCAIRAN YANG BERTAHAB

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT
Malang; seeesosvsvssgins
Kepada Yth : Bapak|Walikota Malang
di
MALANG
Nomor
Sifat Penting
Lampiran :.........
Perihal : Permohgnan pencairan dana hibah
Tahap ..|| Tahun Anggaran ..............
Sehubungan @dengan upaya percepatan pe¢mbangunan dan

pelaksanaan tugas tu
rangka menunjang ke
walikota malang Nom
Pemberian hibah TA .
dana hibah yang dib
uang untuk menduky
... Rupiah)

Sehubungan de

pencairan bertahap d¢

gas pemerintahan di wilayah Kota

giatan (nama lembaga). Berdasark:
Tr: (SK WALIKOTA) Tanggal
.... ,maka (Nama Lembaga ) mer|
?rikan oleh Pemerintah Kota Mal
ng program kerja kami ditahun ...

ngan hal tersebut maka (nama len
ngan rincian sebagai berikut :

' Malang,dan dalam

an surat keputusan

ahun .......

tentang

igajukan pencairan

ang dalam bentuk
v Sebesar Rp: s (

1baga) mengajukan

NO | URAIAN PENCAIRAN JUMLAH
1 | Kegiatan TAHAP I B, #iatiibis
2 Kegiatan TAHAP II Ry, #htaabeik
JUMLAH Rp' khkkhhkkdk
Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon persgtujuan dari Bapak
Walikota Malang untuk pencairan dana tahap ...., sebesar Rp. covvenen
(.....Rupiah)

Demikian perm]
diucapkan terima kas

lohonan kami,atas perkenan da
ih.

Horma
Pimpin
penerir

Tanda td
(Nama

n bantuan Bapak

t kami,
an lembaga
ma hibah

ngan & Stempel
Lengkap)



XI. FORMAT PAKTA II

KOP BADA

NTEGRITAS PENERIMA BANTUAN

N/LEMBAGA/ORGANISASI MASY]

HIBAH

ARAKAT

PAKTA IN

Saya yang bertar]
Nama
Alamat
Nomor KTP
Jabatan s

Saya menyataksa

pemerintah Kota

1. Tidak akan m

2. Akan melapor

indikasi KKN
pemanfaatan
3. Akan menggu
yang telah di

(NPHD);
4. Apabila mels
INTEGRITAS i

dan/atau dilal

Demi

TEGRITAS PENERIMA BANTUAN

1da tangan di bawah ini :

....................

....................

.....................

....................

n bahwa selaku penerima ba

alang dengan ini menyatakan b:

elakukan praktek Korupsi, Kolusi
kan kepada aparat pengawas apal]

di dalam proses penerimaan
hibah;

inakan hibah yang diterima ses

etapkan dalam Naskah Perjanj

nggar hal-hal yang dinyataks
i, bersedia menerima sanksi,digy
porkan secara pidana.

ian Pakta integritas ini kami g

sebenarnya untu

k dapat dipergunakan sebagaimar

Malang , (tan
Penerima Hib

HIBAH

ntuan hibah dari

ahwa :

dan Nepotisme

vila mengetahui ada

dan pelaksanaan

hai dengan

ian Hibah

an  dalam

1gat secara

sampaikan

usulan

Daerah

PAKTA
perdata

dengan

1a mestinya.

Materai
Rp. 6.




XII. FORMAT SURAT
HIBAH UANG

KOP BADA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAH

N/LEMBAGA/ORGANISASI MASY|

» PENGGUNAAN

ARAKAT

SURAT PH
Yang bertanda tg
Nama
Alamat
No. KTP.

Jabatan

Bertindak
masyarakat..............
sepenuhnya secara {q
saya terima sebesar
lampiran Keputusar]
Pemberian Hibah
sekaligus/bertahap )

tersebut sesuai perun

Daerah Kota Malang (‘

tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Khusus

diberikan secara be
penyerapan pencairar
hibah yang diterima 4
ke Rekening Kas Umy

Demikian Surat

|

RNYATAAN TANGGUNG JAWAB ]
ngan dibawah ini :

............................................

badan/]

menyatakan b

pimpinan

rmil dan material atas pengunas

.................... rupiah) sesuai

) Walikota Malang Nomor:

Tahun Anggaran

........

dan bersedia melaporkan

‘fukannya kepada Walikota Malang
dengan tembusan BPKAD Kota M3

tahap, laporan akan kami s3g

1 hibah tahap berikutnya. dan mg

m Daerah;

Malang , (tan

O T 3

ipabila masih ada sisa dan/atau f

Pernyataan ini dibuat dengan seb

Penerima Hib

MUTLAK

--------------

embaga/organisasi
ertanggung  jawab
an dana yang telah
dengan NPHD dan
tentang
(ditulis

pengunaan dana

secara.....
» melalui Sekretaris
1lang paling lambat
s untuk hibah yang
impaikan sebelum
rngembalikan dana

idak dipergunakan

enarnya.

--------

Mate
Rp. 6.

--------




XIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH B

ERUPA UANG

LAPORAN P‘FNGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH

TRIWULAN .......
Nomor
Lampiran 1 Berkas
Hal Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak

Yth.

.................

TAHUN ANGGARAN .......

Malang,.............. 20.
Kepada
Bapak Walikota Malang
Di

Tempat

Walikota, Laporan

Penggunaan Dana| Hibah untuk Triwulan ... sejumla h
5 RO — Ll it Bemmsmmesemmsmsmmsos wsassamss rupiah).
Dana Hibah yang || kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWUILAN .........
NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4

1

2

3

dst

TOTAL

Demikian disam

Hormat kami

ipaikan untuk menjadi maklum.

KETUA

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
NON PEMERINTAH,

(NAMA LENGKAP)




XII. FORMAT LAPORA
BARANG/JASA

LAPORAN PENG

YANQ

Nomor
Lampiran 1 Berk
Hal Laporg
Dana |

Bersama ini k

N PENGGUNAAN DANA HIBAH BI

Y

GUNAAN DANA HIBAH BERUPA B

ami sampaikan kepada Bapak

Penggunaan Hibak

Hibah yang kami terix

Demikian disamn

CRUPA

ARANG/JASA

--------------

Walikota Malang

at

{ DITERIMA OLEH .......ocvvvrerrrnnr e
FAHUN ANGGARAN: v vuossssisaansss
Malang
Kepadq
as Yth. Bapak
Penggunaan Di
ibah Temp

Walikota, Laporan

) sebanyalk wvonemes unit dengan nilai
- lessssmsmemossomemmmsasms sy s . rupiah).
na telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
1paikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT,
.......... (NAMA LENGKAP).........



XIV. FORMAT BERIT/

BERITA A(

Nom

Pada hari ini tanggal
yang bertandatangan
di bawah ini :

L.

............

............

masing-masing karg

sebenarnya bahwa PI

telah menerima :

a. ....(jumlah barang).
(nama  barang)...

............................

b. ....[]umlah barang

-------

............................

c. dst

..... tan
rangkap 3 (tiga) untu

PIHAK KEDUA

KETUA
MALANG/LEMBAGA
ANGGOTA MASYARA

----------------------------
.............................

(nama barang

.............................
.............................

............................

A\ ACARA SERAH TERIMA BARAN(

TLARA SERAH TERIMA BARAN

) ) G Y A = 1© T > PR

bulan tahun dua ribu sebelas , b

(Walikota Malang/ Pejabat ya
dalam hal ini bertindak dg
kedudukannya,untuk dan|
Pemerintah Kota Malang yz:
..... (alamat instansi) ,S¢
sebagai PIHAK KESATU;

............

(Ketua Lembaga/ Orgai
Masyarakat) berdasarkan
Lembaga/ Orgamsast/ Anggota
Nomor :

.....

...............................

dalam hal ini bertindak d3
kedudukannya untuk dan

(Lembaga/ Organisasi/ Anggot
Masyarakat)........ yang

......................... (Lembaga/ G
Masyarakat) — ........... , selg

sebagai PIHAK KEDUA,;

na jabatannya, dengan ini m

HAK KESATU telah menyerahkan

1/ JASA

IG /JASA

ertempat di Malang

ng ditunjuk) ........
lam jabatan dan

atas nama
ang beralamat di

clanjutnya disebut

nisasi/ Anggota
Keputusan (Ketua
Masyarakat)

................

lam jabatan dan
atas nama
7]

...........

beralamat di
)rganisasi/ Anggota
injutnya  disebut

enyatakan dengan
dan PIHAK KEDUA

..... TS UPTTUPTUUPUPPPUUPPTPDUPIIN PURPRUPIRINN I b o § | HESRUON
........ SEDESAr RBP.  ccossesdasscsssssseiiisiisessss i
................ rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut
| — s nosmmpmvvsssspwrmsrpnissesvssararssvsvviein ) unit
) IRTRTR sebesar Rp. .ot
................ rupiah ) dengan spesifikasi sebagai
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : ...... / ./
£12= 1 (R Demikian Berita Acara ini dibuat
k dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU
An.WALIKOTA MALANG

ORGANISASI/ BEJABAT YANG
\KAT, DITUNJUK,

.......................



XV. FORMAT USULA]

T /PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA
Malang. e eemssss 20..
Nomor Kepada
Lampiran 1 (satyl )Berkas Yth. Bapak|Walikota Malang
Hal Permaohonan Di
Bantuan
Sosial Tempat

Sehubungan dengar]
................... (Kelomp
bermaksud mengusu
memfasilitasi kegiata

...............................

.............................

C.
Jumlah : Rp. ...........]

.............................

Sebagai bahan pertin
proposal kegiatan din

Demikian permohona3

diucapkan terima kasi

....................

1 adanya kegiatan
ok / Anggota Masyarakat)
lkan permohonan bantuan kepadal
n dan bantuan biaya sebesar Rp.

L eeeeeeeeeeeseeeseenneseienaens rupiah).

in dipergunakan untuk biaya-biay

..................
...................

1bangan Bapak, secara lengkap ka
naksud.

n kami, atas perkenan dan bantus
ih

H

P
(Kepala Ke
Ma

L

.

A LENGKAP)

.............................

.............................

a sebagai berikut :

.rupiah).

mi lampirkan

an Bapak

ormat kami,

emohon

lompok/Anggota
syarakat)



XVI.

XIV. FORMAT EVALU

SISTEMATIKA PR

BAB 1. PENDAHU

BAB IL RENCAN!}\ KEGIATAN

BAB III WAKTU ]:PAN TEMPAT PELAKSANAAN
BAB V. TIM/KERANITIAAN

BAB VI. PEMBIAY
UpP
LAMPIRAN PENUNJANG

BAB VII. PENUT

BENTUK UANG

HASIL EVALUAB

LSI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

OPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

LUAN

AAN

DALAM

I ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

DALAM BENTUK UANG

— f

NO NAMA CALQON URAIAN JUMLAH || BESARAN/NILAI
PENERIMA USULAN (Rp.) BANSOS YANG
BANSOS DISETUJUI (Rp.)
1 2 3 4
1
2
<
dst
TOTAL

KEPAL




XVII. FORMAT EVALU#

BARANG

HASIL EVALUA

3] ATAS USULAN/PROPOSAL BAN
DALAM BENTUK BARANG

\SI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL|DALAM

BENTUK

TUAN SOSIAL

NO NAMA CALON URAIAN JUMLAH REKOMENDASI
PENERIMA USULAN | UNIT (Rp.)
BANSOS JML [UNIT | JML (Rp.)
1 2 3 4 ) 6
1
2
3
dst

..................

.....................

..............




XVIII. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PE
M BENTUK BARANG

DAERAH DALA]

N

PEMBERIA]
BEBAN AN

Menimbang

Mengingat

BERIAN HIBAH

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

OMOR: 188.45/ /35/.73.112/2012

TENTANG

i BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG ATAS
GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN .........
WALIKOTA MALANG,

a. bahwa Pemerintah Kota Malang dalam rangka
meningkatkan pemberdayaan masyarakat
akan memberikan hibah dalam bentuk barang
kepada masyarakat;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut
Peraturan Dalam Negeri Bomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang |[Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pemberian Hibah dimaksud perlu ditetapkan
dalam Keputusan Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pemberian Daaerah Dalam
Bentuk Barang kepada | MAsyarakat di

8 Tahun 1999
tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinyal dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. dst.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
Yth Sdr. 1 Inspe
2 Kepal

dst...

ktur Kota Malang;
a BAppeda

MEMUTUSKAN :

PEMBERIAN BANTUAN SOSIA

L DALAM BENTUK UANG

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN. |

Memberikan bantuan sosial

dalam bentuk uang atas

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 sebagaimana
Keputusan Walikota ini.

terdapat dalam lampiran

Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam dictum | KESATU berdasarkan
permohonan dari yang bersangkutan, ralisasinya

mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan

sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah serta

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan
Bantuan  sosial
perundang-undangan

BAntuan sosial dalam ben
dimaksud dalam dictum KES
Anggaran Pendapatan dan
Anggaran.......

Keputusan Walikota ini mul
ditetapkan.

Ditetapkan d
Pada tanggal

pertanggungjawaban
disesuaikan

Penerima
ketentuan

keuangan
dengan

tuk uang sebagaimana
ATU dibebankan kepada
Belanja Daerah Tahun

ai berlaku pada tanggal

L Malang
20,

WALIKOTA MALANG

...................




XIX. FORMAT LAPOR.

BERUPA UANG

LAPORAN PENGG:

YAN(
TRIWU

Nomor
Lampiran 1 (satt
Hal Lapor

Dana

Bersama ini kg
Penggunaan Dana B3
................... (corerenennn
Dana Ba ntuan Sosis
peruntukkannya den

AN PENGGUNAAN DANA BANTUA

tUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

3 DITERIMA OLEH

‘mi sampaikan kepada Bapak Wali
1ntuan Sosial Untuk Triwulan
................................... rupiah).
] yang kami terima telah digunaks
gan rincian sebagai berikut :

N SOSIAL

BERUPA UANG

LAN oo maon TAHUN ANGGARAN ........
Malang,.............. 20..
Kepada
)Berkas Yth. Bapak Walikota Malang
An Penggunaan di
Bantuan Sosial Tempat

kota, Laporan
sejumlah Rp.

n sesuai dengan

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN .........
NO PENGGUNAAN JUMLAH (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4

1
2
3
dst

TOTAL

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bat
(Kepala Kelompok/A

(NAMA LEN

...........

ntuan Sosial

[GKAP)

nggota Masyarakat)



XX. FORMAT LAPOR|
BERUPA BARAN

LAPORAN PENGG]I

YANG

Nomor
Lampiran 1 (saty
Hal Lapors

Dana

Bersama ini ka
Penggunaan Bantuarn
RBhiovsamnmasnss .
Bantuan Sosial yang
peruntukkannya.

Demikian disarm

AN PENGGUNAAN DANA BANTUA
T\

LINAAN DANA BANTUAN SOSIAL E

DITERIMA OLEH ........ccccvvvannnll
TAHUN ANGGARAN .......cc.......
Malang
Kepads
)Berkas Yth. Bapak
n Penggunaan di
antuan Sosial Temy

mi sampaikan kepada Bapak Wali
Sosial sebanyak ...................

rupiah).
kami terima telah digunakan sesu

..................................

1paikan untuk menjadi maklum.
Hormg

Penerima Bg
(Kepala Kelompok/A

-------

N SOSIAL

S ERUPA BARANG

.....

--------------

Walikota Malang

pat

kota, Laporan

it dengan nilai

ai dengan

it kami,
intuan Sosial
nggota Masyarakat)

ENGKAP)



XXI. FORMAT SURAT

"

BANTUAN SOSI#

SUR)
]

Yang bertandat
selaku Pimpinan Kelg
menyatakan bertangs
diterima sesuai Kepul
tentang

dengan peruntukann

Demikian Sura

L

PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWA
\L

AT PERNYATAAN TANGGUNG JAV

NOMOT § conraissmmnsiiaming

rangan di bawah ini

---------------------

ympok/ Anggota Masyarakat .......|
rung jawab atas penggunaan dana
%usan Walikota Malang Nomor : ...
dan membuktikan penggunaan d

a.

t Pernyataan ini dibuat dengan se]

Tempat, ....(1
Penerima Ba

B PENGGUNAAN

VAB

lana tersebutsesuai

DEnarnya.

anggal)
ntuan Sosial,

Materai
Rp. 6.000,00

(NAMA

. LENGKAP)....




XXII. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda f{

Nama

Nomor Indentitas

Jabatan

Bertindak untuk dan

atas nama

Dalam rangka |
Malang dengan ini m
1. Tidak akan mel
(KKN);

2. Akan melapork

PAKTA INTEGRITAS

angan di bawah ini :

=

benerimaan bantuan sosial dari Pe

enyatakan bahwa :

(nama wakil

sah dari kelompok / Organisasi/ Anggota

(diisi no. KTP/ SIM)

(nama kelompok /

Organisasi/ Anggota Masyarakat)

merintah Kota

kukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

an kepada Aparat Pengawas apabila mengetahui ada

indikasi KKN dj dalam proses penerimaan dan pelaksanaan

pemanfaatan hibah;

3. Akan menggun

4. Apabila melang
INTEGRITAS in

dan/atau dilapgrkan secara pidana.

Pener

akan hibah yang diterima sesuai dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
par hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA

, bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata

Malang, (tanggadl..................

ima Hibah,

A\ LENGKAP).........




XXIII. FORMAT PERNMOHONAN NPHD

KOP SKPD
e .
Malang e —— 2050
Nomor : 900/ || /35.73.408/20.... Kepada
Sifat : Penting Yth.Bapak Walikota Malang
Lampiran : --
Hal : Permphonan NPHD di
MALANG
Berdasarkan berita acara Verifikasi
tanggal....|..... bulan.......: ,Nomor ...terkait Bantuan Hibah

Kepada organisasi / Lembaga kemasyarakatan dan sesuai

dengan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor: ~SK

WALIKOTA, Tanggal ..., bulan.., tahun .., /tentang Pemberian
hibah Tahun Anggaran ...., maka untuk mendukung program
kerja (lembaga penerima hlbah) Kota Malang Tahun ..., kami
mohon pgrkenan dari Bapak Walikota Malang untuk
menerbitkan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Tahun Anggaran ...., sebagaimana rincian terlampir :
No Nama Jumlah Besaran /Nilai Keterangan
Penerima Usulan Hibah yang
Hibah Hibah Awal | Disetujui Tim TAPD
(Rp) (Rp)
1 Proposal Sesuai
Keputusan Walikota
Malang Terlampir

Demikian permohonan kami,atas perkenan dan bantuan Bapak

diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
ttd

............................




XXIV. Formad Surat Konfirmasi Rekening Aktif dari Bank

KOP LEMBAGA
Nomor
Lampiran : --
Hal : Konfirmasi Rekening Aktif

Yth. Pimpinan Bank ....

Kantor Cabang Malang

di

MALANG

Sehubungan dengan pencairan dana hibah|maka kami mohon

untuk dapat diterbitkan surat konfirmasi rekening aktif Bank Jatim untuk

rekening (Nomor Rekening ) atas nama (lembaga penerima hibah)

Demikian permpohonan kami,atas kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

Ketua

(Sesuai spesimen)

Catatan:

Dilampiri
1. Buku Tabungan/Gi
2. Stempel;

ro;

Bendahara

(Sesuai spesimen)




XXV. FORMAT LAMPIK

KELENGKA

Pada hari ..
kelengkapan adminig
Kemasyarakatan yan
Nomor 188.45/.../39

melaksanakan verifi

RAN BERITA ACARA PENGAJUAN N

BERITA ACARA VERIVIKASI
PAN ADMINISTRASI BANTUAN KH
KEPADA PARTAI DEMOKRAT

tanggal

trasi pemberian hibah kepada O

73.112/20..., Tahun 20...., tang

casi  persyaratan administrasi

Kepada Organisasi
oleh (lembaga hibah)

Berdasarkan h
hibah kepada Orga
bahwa (lembaga Hibe
bantuan hibah dari
permohonan dana [

sebesat Rp. vusswizun

Demikian berit.

pemberian hibah ke
untuk dapat dipergur]

TIM VERIFIKASI ]
KEPA|

I

|

Lembaga Kemasyarakatan Tahuli

asil Verifikasi kelengkapan adm
1isasi /Lembaga Kemasyarakatan
h) telah memenuhi persyaratan u
Pemerintah Kota Malang. Adap
yantuan hibah yang diajukan olg
..(....rupiah)
a acara hasil verifikasi kelengk
pada Organisasi /Lembaga Kema

lakan sebagaimana mestinya.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BA
I

L

Ketua

(

Sekretaris (

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

WALI

. tahun |....

pemberian

n

PHD

FTUANGAN

Tim Verifikasi

y

reanisasi /Lembaga
o dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Malang

gal ... bulan , telah

hibah

.... yang diajukan

nistrasi pemberian

, Tim menyatakan

ntuk mendapatkan

un sesuai proposal
h (Lembaga hibah)

rapan administrasi

syarakatan, dibuat

NTUAN HIBAH

DA Organisasi /Lembaga Masyarakat

KOTA MALANG,

.................




